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BUPATI BANTUL 
 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

 

NOMOR   185   TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA  BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) 

KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)  
TAHUN ANGGARAN 2016 

 

BUPATI BANTUL, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Bulan Bhakti 

Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Bantul, 
perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Lokasi dan 

Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kegiatan 
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 
Anggaran 2016; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 

1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

 
 



2 

 

 
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 
 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; 

 
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 
 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

 
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak 
Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa; 

 
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 

2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44); 

 
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun 2015 Nomor 17); 

 
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2015 Nomor 82); 
 

  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2015 Nomor 96); 
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  14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan 

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di 
Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2016 Nomor 32); 

 
Memperhatikan  : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4/993/Sj  tentang 

Pelaksanaan   BBGRM XIII dan HKG PKK ke 44 Tahun 2016. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENETAPAN LOKASI 

DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 

(BKK) KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG 
MASYARAKAT (BBGRM) TAHUN ANGGARAN 2016. 

 
KESATU 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

: Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 
Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 

Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut : 

No Lokasi 

 

Alokasi 

1 Desa Bangunjiwo, 

Kecamatan Kasihan 
 

Rp. 100.000.000,- 

(Seratus Juta Rupiah) 

2 Desa Pendowoharjo, 

Kecamatan Sewon 
 

Rp. 100.000.000,- 

(Seratus Juta Rupiah) 

 

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
 

 

 
Ditetapkan di Bantul 
pada tanggal  26 Mei 2016 
 

 BUPATI BANTUL, 
 

         ttd. 
 

 
SUHARSONO 

 

 
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY; 
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 

4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul; 
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;  
6. Kepala Kantor PMD Kab. Bantul; 

7. Yang bersangkutan 
      Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 

u.b. Asisten Pemerintahan 
Kepala Bagian Hukum 

 
 
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H 

NIP. 19691231 199603 10 17 
 




